
Menimbang 

Mengingat 

( SALIN AN ] 

BUPATI BELITUNG TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NOMOR 29 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

bahwa dalam mendukung transforrnasi sumber da a aparatur 
dengan percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Eegeri Sipil 
berbasis kompetensi melalui pengembangan Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Ti ur untuk 
meningkatkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui 
pemberian Togas Belajar, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Belitung Timur tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25~.lc Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); j 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 iahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lemblaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 
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Indonesia 

Negara 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub · 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 7 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Neg a Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebag · ana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 un 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai N geri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 20 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon sia Nomor 
6477); 

7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang engelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub · Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 9 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lemb an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub · 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lemb 
Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 ten tan Pemberian 
Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 
1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Neg Republik 
Indonesia Nomor 2278); 
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11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2 15 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Day 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 501); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N mor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No or 3 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 N mor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN K MPETENSI 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PEN IDIKAN. 



Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten 

Belitung Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat D adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Belitung Timur. 

5. Badan adalah PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta endidikan 
dan pelatihan. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adal Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupat n Belitung 
Timur. 

7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidik setelah 
pendidikan menengah yang mencakup progr diploma, 
program sarjana, program magister, progr doktor, 
program profesi, program spesialis yang diselengg akan oleh 
Perguruan Tinggi berdasarkan kebudaya bangsa 
Indonesia. 

8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya clisingkat PT adalah 
satuan penclidikan yang menyelenggarakan Pendidikan· 
Tinggi. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunj an tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS 

10. Tugas Belajar adalah penunjukan/penugasany g diberikan 
kepada PNS yang telah memenuhi syarat untu mengikuti 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang di erhentikan 
dari jabatan dan yang tidak cliberhentikan dari j 

11. Sumbangan Pembinaan Penclidikan atau sebu lainnya 
yang selanjutnya clisebut SPP adalah sumban an berupa 
dana untuk pembinaan pendidikan yang berada alam suatu 
instansi pendidikan. 

12. Tunjangan Belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepad PNS yang 
melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

13. Re-entry Program/Program Pemanfaatan Lui 
selanjutnya disebut Program adalah pro 
diperuntukkan bagi PNS yang telah selesai 
untuk mempersiapkan dan menyesuaikan · · dengan 
perkembangan organisasi PD sebelum kembali b rtugas. 



Pasal 2 

BAB II 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PE DIDIKAN 

( 1) PNS dapat mengembangkan kompetensinya 
pendidikan. 

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dim 
ayat (1) bertujuan untuk: 
a. mengurangi kesenjangan antara standar ompetensi 

dan/ atau persyaratan jabatan dengan ompetensi 
pegawai yang akan mengisi jabatan; dan 

b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memili · keahlian 
atau kompetensi tertentu dalam rangka. p laksanaan 
tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, 
peningkatan pengetahuan, kemampuan, ke erampilan, 
sikap dan kepribadian profesional PNS seb gai bagian 
yang tidak terpisahkan dalam pengembang karier. 

(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dim sud pada 
ayat ( 1) berupa Tugas Belajar. 

BAB III 
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR 

Pasal 3 

( 1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi 
persyaratan: 
a. umum; dan 
b. khusus. 

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 
terdiri dari: 
a. memiliki masa kerja paling singka.t 1 (satu) ahun sejak 

diangkat sebagai PNS; 
b. memiliki sisa masa kerja dengan 

mempertimbangkan masa pendidikan dan asa ikatan 
dinas, dengan ketentuan paling kurang: 
1. 3 (tiga) kali waktu normatif program s 

batas usia pensiun jabatan, untuk tu as jabatan 
yang diberhentikan dari jabatan; atau 

2. 2 (dua) kali waktu normatif program st di sebelum 
batas usia pensiun jabatan, untuk tu as jabatan 
yang tidak diberhentikan dari jabatan. 

c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) terakhir 
paling rendah dengan preclikat baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 



e. tidak sedang: 
1. dalam pemeriksaan pelanggaran disip · dan/atau 

tidak pidana; 
2. menjalani pidana atau penjara kurung dan/atau 

hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman 
disiplin tingkat berat; atau 

3. menjalani cuti di luar tanggungan negar dan/ atau 
menjalani pemberhentian sementara seba ai PNS; 

f. tidak pemah: 
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat se ang atau 

tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhi ; 
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan b rdasarkan 

putusan pengadilan yang yang berkekua an hukum 
tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau 

3. dibatalkan atau dihentikan dari Tugas Be ajar sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan -undangan 
dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; 

g. telah memenuhi syarat-syarat yang diten · an untuk 
memasuki PT yang bersangkutan; dan 

h. menandatangani perjanjian terkait pembe ian Tugas 
Belajar. 

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 
terdiri dari: 
a. fotocopy ijazah terakhir; 
b. fotocopy transkip nilai terakhir; 
c. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai cal n PNS dan 

PNS; 
d. fotocopy keputusan tentang pangkat terakhir; 
e. fotocopy keputusan pengangkatan dal jabatan 

struktural dan/ atau jabatan fungsional ter 
f. penilaian pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tah terakhir 

paling kurang bernilai baik; 
g. surat persetujuan suami/ istri; 
h. surat pernyataan bermaterai mengabdi 

pada Pemerintah Daerah; 
i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi huku 

tingkat sedang atau berat; dan 
j. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar de gan biaya 

mandiri yang tidak diberhentikan dari ja wajib 
melampirkan: 
1. surat pernyataan tidak akan meninggal tugas dan 

diketahui kepala PD dilengkapi materai; 
2. surat pernyataan bermaterai cukup 

menuntut peningkatan pendidikan ap bila tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan erundang 
undangan. 

(4) Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud ada ayat (2) 
huruf a dikecualikan bagi PNS yang melaksan an Tugas 
Belajar pada program pendidikan Dokter Sp sialis dan 
program pendidikan lain yang sangat dibu sesuai 
dengan rekomendasi kepala PD. 



Pasal 4 

BABN 
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR 

(1) Tugas belajar diselenggarakan pada: 
a. PT dalam negeri; dan/ atau 
b. PT luar negeri. 

(2) PT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ay t (1) huruf 
a terdiri atas: 
a. PT negeri; 
b. PT kedinasan; dan/ atau 
c. PT swasta. 

(3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh PT dapa dilakukan 
secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sa tu-minggu 
sepanjang telah memiliki izin/persetujuan peny lenggaraan 
program studi yang diterbitkan oleh kement rian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendidikan sesuai ketentuan perundang-undang 

(4) PT luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan PT luar negeri yang diakui oleh gara yang 
bersangkutan dan kementerian yang menyel nggarakan 
urusan pemerintah di bidang pendidikan. 

(5) Program studi yang dipilih dalam penyelengg aan Tugas 
Belajar di PT harus memenuhi persyaratan: 
a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belaj 
b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, atau 

profesi; 
c. memiliki akreditasi paling kurang: 

1) B atau baik sekali dari lembaga yang be 
program studi PT dalam negeri; atau 

2) C atau baik dari lembaga yang berw nang bagi 
program studi PT dalam negeri yang bel memilki 
akreditasi B atau baik sekali sesuai 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan; dan 

d. diakui oleh kementerian yang menyelenggar 
pemerintah di bidang pendidikan bagi progr 
luar negeri. 

BABV 
TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJA 

Pasal 5 

(1) PNS yang berminat mengajukan usulan Tu as Belajar 
mengajukan surat permohonan untuk men · ti seleksi 
Tugas Belajar dengan diketahui oleh atasan lang ung. 



(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) 
disampaikan kepada kepala PD melalui unit erja yang 
melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) 
dilengkapi dengan: 
a. proposal: 
b. surat/pengumuman seleksi masuk PT; dan 
c. dokumen persyaratan khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3). 
(4) Unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang k pegawaian 

melakukan verifikasi berkas yang disampaikan s bagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dilakukan 
dengan memperhatikan standar kompeten i jabatan 
dan/atau uji kebutuhan pendidikan pada PD. 

(6) Permohonan yang lulus verifikasi diteruskan ke ada kepala 
PD untuk mendapatkan persetujuan dan pene itan surat 
usulan pemberian rekomendasi. 

Pasal 6 

(1) Surat usulan pemberian rekomendasi s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) disampaikan ke 
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dim 
Pasal 3 ayat (3). 

(2) Bupati meneruskan usulan sebagaimana dim sud pada 
ayat (1) kepada Badan. 

(3) Badan melakukan seleksi pemberkasan terh dap setiap 
usulan yang masuk. 

(4) Seleksi pemberkasan sebagaimana dimaksud p da ayat (3) 
didasarkan pada rencana Tugas Belajar Daer yang telah 
ditetapkan dengan mengutamakan prioritas keb tuhan dan 
kepentingan Daerah. 

(5) Badan menyampaikan daftar nama PNS yang 1 
pemberkasan sebagaimana dimaksud pada aya 
Bupati. 

(6) Bupati menerbitkan surat rekomendasi mengi ti seleksi 
masuk PT bagi PNS yang lulus seleksi p mberkasan 
sebagaimana dimaksudpada ayat (5). 

Pasal 7 

(1) PNS yang mendapatkan surat rekomendasi 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berhak men 
masuk PT tujuan. 

(2) Biaya perjalanan untuk mengikuti seleksi 
dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PNS y 
seleksi. 

ebagaimana 
ti seleksi 

ebagaimana 
g mengikuti 



(3) PNS yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud p da ayat (1) 
melapor kepada Badan dilengkapi dengan dokum n: 
a. surat rekomendasi mengikuti seleksi; 
b. surat pengumuman basil kelulusan; 
c. surat panggilan mengikuti perkuliahan; 
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; 
e. surat pemyataan pengabdian bila diperlukan. 

(4) PNS yang telah .melapor dan melengkapi berkas s bagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditunjuk untuk melaksan an Tugas 
Belajar. 

(5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI 
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS B LAJAR 

Pasal 8 

(1) Tugas belajar diselenggarakan untukjangka w 
sesuai dengan batas waktu normatif program 
berlaku pada setiap PT. 

(2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan se agai masa 
kerja PNS. 

Pasal 9 

(1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat me yelesaikan 
pendidikan sampai jangka waktu sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1), dapat diberikan perpanj ganjangka 
waktu Tugas Belajar paling banyak 2 (dua) sem ster atau 1 
(satu) tahun. 

(2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimak ud ayat (1) 
dapat diberikan dengan ketentuan: 
a. .terjadi perubahan kondisi sistem studi/per iahan; 
b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tu as Belajar; 

dan/atau 
c. penyelesaian tugas akhir yang membutuh 

waktu karena terdapat situasi dan kon · si di luar 
kemampuan PNS yang sedang menjalani Tug s Belajar. 

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu s bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada B pati paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belaj berakhir. 

(4) Ketentuan perpanjangan jangka waktu s bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berl apabila 
terjadi keadaan kahar yang dinyatakari oleh peja at/ instansi 
yang berwenang. 



Pasal 10 

(1) Dalam hal permohonan perpanjangan jan a waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) m ndapatkan 
persetujuan, PNS Tugas Belajar diberikan pe anjangan 
jangka waktu Tugas Belajar. 

(2) Pemberian perpanjangan jangka waktu s 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Bupati. 

(3) Perpanjangan Tugas Belajar diperhitun sebagai 
keseluruhanjangka waktu Tugas Belajar. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tu as Belajar 
setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, s tus Tugas 
Belajar PNS yang bersangkutan dicabut. 

(2) Pencabutan status Tugas Belajar PNS s bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

BAB VII 
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN 

Pasal 12 

(1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanj 
berturut-turut untuk paling banyak 2 (d ) jenjang 
pendidikan, setelah memenuhi persyaratan seba ai berikut: 
a. mendapat persetujuan Bupati; 
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rend cumlaude 

atau setara; 
c. tidak pernah menjalani perpanjangan j 

Tugas Belajar; dan 
d. mempertimbangkan sisa masa setelah 

menyelesaikan Tugas Belajar. 
(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 

didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belaj PD. 

BAB VIII 
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR 

Pasal 13 

( 1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan jangka waktu lebih 
dari 6 (enam) bulan dapat diberhentikan dalam j batan. 



(2) Selama menjalani Tugas Belajar, PNS sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) berkedudukan pada unit 
melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian s 
masa Tugas Belajar berakhir. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ecualikan 
bagi PNS Tugas Belajar yang tetap melaksan tugasnya 
dalam hal: 
a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organis si; dan 
b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pend dikan yang 

dijalani. 
(4) Selama menjalani masa Tugas Belajar, PNS s bagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berkedudukan pada unit erja sesuai 
dengan jabatan. 

BAB IX 
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJ 

Pasal 14 

(1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan 
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan erundang 
undangan. 

(2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas B lajar dan 
diberhentikan dari jabatannya, diberikan jaba pelaksana 
dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan ja atannya. 

Pasal 15 

(1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), wajib men · ti Program. 

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d" aksanakan 
oleh PD tempat PNS bertugas melalui unit kerja yang 
menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian 

Pasal 16 

(1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Bel dar dapat 
mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan 
sebagaimana climaksud pada ayat (1), tidak berh menuntut 
kenaikan pangkat dan/ataujabatan yang lebih · ggi kecuali 
terdapat formasi. 

Pasal 17 

(1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian 
Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Bel ~ar. 



(2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar p · g sedikit 
memuat: 
a. subjek perjanjian; 
b. kesepakatan para pihak; dan 
c. objek yang diperjanjikan, antara lain: 

1. nama PT; 
2. program studi dan akreditasi program st 
3. jangka waktu Tugas Belajar; 
4. hak dan kewajiban para pihak; 
5. · konsekuensi atas pelanggaran kewajiban 
6. keadaan kahar (force majeun; dan 
7. penyelesaian sengketa. 

(3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas elanggaran 
kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) huru c angka 5, 
disusun dengan mempertimbangkan sumber pen anaan dan 
kedudukan PNS. 

Pasal 18 

(1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Be ajar, wajib 
melaksanakan ikatan dinas selama: 
a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belaj , bagi PNS 

yang menjalani Tugas Belajar dan diberh tikan dari 
jabatannya. 

b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belaj , bagi PNS 
yang menjalani Tugas Belajar dan tidak di erhentikan 
dari jabatannya. 

c. 1 (satu) ka1i masa pelaksanaan Tugas Belaj , bagi PNS 
yang menjalani Tugas Belajar biaya andiri dan 
diberhentikan dari jabatannya. 

(2) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandi yang tidak 
diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menj ani ikatan 
dinas. 

(3) Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana · aksud pada 
ayat (1), PNS tidak diperkenankan mengajukan p ngunduran 
diri sebagai PNS. 

(4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat: 
a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi; 
b. mencapai batas usia pensiun; atau 
c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentu 

perundang-undangan. 
(5) PNS yang telah selesai menjalani Belajar 

berkelanjutan, wajib melaksanakan ika an dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ulatif. 

(6) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaks ikatan 
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa Tugas 
Belajar kepada kas negara/Daerah. 
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BABX 
TATA CARA PENGUSULAN PENEMPATAN KEM ALI 

PNS TUGAS BELAJAR 

( 1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar w ib melapor 
kepada Bupati melalui PD asal, paling lama 15 · a belas) 
hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar. 

(2)· Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan usulan penempatan kembali PNS Tu as Belajar 
dengan melampirkan: 
a. surat permohonan penempatan kembali; 
b. surat usulan penempatan kembali; 
c. keputusan Bupati tentang penunjukan Tugas Belajar; 
d. surat keterangan lulus/ijazah dari PT; 
e. transkrip nilai; dan 
f. tugas akhir, skripsi, tesis dan/ atau desertasi. 

(3) Bupati memiliki kewenangan untuk menempatk kembali 
PNS Tugas Belajar. 

(4) Penempatan kembali sebagaimana dimaksud p da ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XI 
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN 

Pasal 20 

(1) Kepala PD dapat mengusulkan pembatalan pene pan Tugas 
Belajar PNS di lingkungan PD-nya kepada Bup ti, sebelum 
keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Bel dar disertai 
alasan penghentian dan data dukung yang diperl an. 

(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud ay (1) terdiri 
dari: 
a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak mem 

pemberian Tugas Belajar; 
b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pi 

atau kurungan, dan/ atau sedang dalam 
hukuman disiplin paling kurang tingkat sed 

c. PNS yang bersangkutan sedang menj 
pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pen 
kewenangan jabatan yang mengakiba 
keuangan negara; 

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat 
pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah 
ditentukan tanpa alasan yang sah; 

e. PNS yang bersangkutan mengajukan ermohonan 
pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar dan/ atau 
alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

g; 
i proses 

ahgunaan 
kerugian 

f. 



(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses p meriksaan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, basil p meriksaan 
dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang be sangkutan 
dapat melanjutkan Tugas Belajar. 
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(1) Kepala PD dapat mengusulkan penghentian pemb rian Tugas 
Belajar bagi PNS di lingkungan PD-nya kepa a Bupati, 
dengan disertai alasan penghentian dan data d ng yang 
diperlukan. 

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud aya (1) terdiri 
dari: 
a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Bela ar karena 

keadaan kahar; 
b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rob i oleh tim 

penguji kesehatan sehingga tidak me ngkinkan 
menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan b tas waktu 
yang ditentukan; 

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaik ~.I. 

Belajar berdasarkan basil evaluasi PT pe 
Tugas Belajar; 

d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaks aan Tugas 
Belajamya dan telah diberi peringatan oleh in tansinya; 

e. PNS terbukti melakukan tindakan melaw hukum; 
dan/atau 

f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
(3) PNS Tugas Belajar yang dibiayai dan ti ak dapat 

menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka w 
mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama 
Belajar kepada kas negara/Daerah. 

BAB XII 
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJ 
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(1) Pembiayaan pendidikan PNS Tugas Belajar dapat bersumber 
dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. APBD; 
c. anggaran pemerintah negara lain; 
d. badan intemasional; 
e. badan usaha milik negara/Daerah; dan 
f. badan swasta dalam negeri maupun luar neg ri. 

(2) Selain dari sumber pembiayaan sebagaimana dim sud pada 
ayat (1), pembiayaan pendidikan Tugas Bel dar dapat 
dilakukan secara mandiri. 
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(1) Pemerintah Daerah dapat membiayai pendidikan NS Tugas 
Belajar secara: 
a. penuh; atau 
b. cost sharing. 

(2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara p rsemester, 
pertahun atau perhitungan batas waktu dari se ap jenjang 
pendidikan. 

(3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud p da ayat (1) 
mencakup: 
a. pembayaran SPP; 
b. biaya buku/literatur; 
c. biaya pembuatan tugas akademik, karya tulis dan 

praktikum; 
d. biaya pembuatan tugas akhir, laporan · , skripsi, 

tesis, dan/ atau disertasi; 
e. biaya keperluan hidup; 
f. biaya sarana (kost/kontrak rumah); 
g. biaya keberangkatan pertama saat memulai p ndidikan; 
h. biaya kepulangan selesai pendidikan; 
i. biaya penelitian; 
j. biaya wisuda; 
k. sumbangan/kontribusi kepada Pr bagi dokte spesialis; 
I. biaya kursus wajib bagi dokter spesialis; dan atau 
m. bagi dokter spesialis dapat diberikan kompo en lainnya 

sesuai fakta dan kebutuhan. 
(4) Besaran pembiayaan pendidikan sebagaimana 

pada ayat (3) huruf a, huruf j, huruf k, huruf 1 d 
dibayarkan secara at cost sesuai dengan bukti pe 

(5) · Besaran pembiayaan pendidikan sebagaimana 
pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, h f, huruf 
g, huruf h dan huruf i ditetapkan dengan Keputu Bupati 

(6) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksu pada ayat 
(5) clitetapkan dengan memperhatikan 
keuangan Daerah dan kondisi perekonomian se tingkatan 
ekonomi daerah dimana PNS Tugas Belajar me aksanakan 
pendidikannya. 
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(1) Pembiayaan pendidikan secara cost sharing s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dil an sesuai 
kesepakatan dengan pemberi bantuan selain Pemerintah 
Daerah. 

(2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) 
hanya dapat diberikan pada komponen y g belum 
mendapat bantuan dari pemberi bantuan. 



(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan 
secara cost sharing sebagaimana climaksud pa a ayat (1) 
ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati de gan tetap 
mengacu pada kesepakatan kerjas81lla pihak p nyandang 
dana dan ketentuan peraturan perundang-undan an. 

(4) Pembiayaan pendidikan secara cost sharing se agaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) di ecualikan 
bagi program beasiswa yang telah memiliki kete tuan kerja 
sama yang jelas diatur dengan b · melalui 
kesepakatan/pemyataan kesediaan dana Tugas 

(5) Besaran pembiayaan pendidikan cost s 
Pemerintah Daerah merupakan selisih antara 
biaya selama pendidikan sesuai proposal kebu an dana 
program pendidikan yang dikeluarkan PT deng bantuan 
yang diberikan pemberi bantuan. 

(6) Besaran pembiayaan pendidikan oleh Pemerint Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapk dengan 
Keputusan Bupati. 
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(1) Untuk keperluan pencairan dana bantuan Tu s Belajar, 
PNS Tugas Belajar diwajibkan menyampaikan k lengkapan 
berkas yang meliputi: 
a. keputusan Bupati tentang Penunjukan Tugas Belajar; 
b. proposal/ surat permohonan permintaan d a Tugas 

Belajar yang dilengkapi dengan: 
1) rincian penibiayaan sebagaimana dim dalam 

Pasal 23 ayat (3); dan/atau 
2) bukti pengeluaran dari PT. 

(2) PNS Tugas Belajar yang telah berkas 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di ealisasikan 
pencairan dana bantuan Tugas Belajar. 

(3) Penyampaian berkas usulan permintaan dana 
dapat dilak.ukan terhitung sejak PNS Tugas Belaj 
pendidikan. 

(4) Pencairan dana pembayaran Tugas Belajar kepad PNS dapat 
dilak.ukan secara persemester dan/ atau pertahun 
menyesuaikan dengan keadaan keuangan Daer serta bukti 
pengeluaran yang disyaratkan. 

(5) Terhadap PNS Tugas Belajar yang telah men rima biaya 
pendidikan namun selama menjalani pendi · proses 
pembayaran dana yang diterima tidak encukupi, 
kekurangan menjadi tanggung jawab penuh NS Tugas 
Belajar. 

(6) PNS Tugas Belajar wajib mengembalikan biaya yang telah 
dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila PNS Tu s Belajar: 
a. dikeluarkan dari PI'; 
b. berhenti karena melanggar aturan yang dikel 
c. sengaja berhenti karena alasan yang tidak s ; dan 
d. mengundurkan diri. 



Pasal 26 

BAB XIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Format surat sebagaimana dimaksud dalam 
a. Pasal 3 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf j; 
b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (6); dan 
c. Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, tercan um dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak rpisahkan 
dari · Peraturan Bupati ini. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 
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(1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan · in belajar 
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, inyatakan 
tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas as Belajar 
yang belum dilaksanakan maka pel sanaannya 
berdasarkan ketentuan yang menguntungkan ba · PNS yang 
bersangkutan. 

(2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang 
sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar · stansi dan 
belum dilalrukan penyesuaian, dapat m ngusulkan 
penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan 
pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencant man gelar 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perat 
Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Ne eri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Be "ta Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 46) s bagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pera an Bupati 
Belitung Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perub an Kedua 
Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 T un 2012 
tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tu as Belajar 
Pegawai Negeri Sipil di Linglrungan Pemerintah Kabupaten 
Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung T" ur Tahun 
2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berl 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunrgkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Belitung Timur. 

Ditetapkan di Manggar 
pada tanggal 21 April 2022 
BUPATI BELITUNG TIM R, 

ttd 

BURHANUDIN 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 21 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

ttd 

IKHWAN FAHROZI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMO 30 

dengan aslinya 
AN HUKUM, 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NOMOR 29 TAHUN 2022 
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN. 

FORMAT SURAT 

A. SURAT USULAN PERMOHONAN REKOMENDASI MENGIKUTI SEL KSI 
MASUK PT KEPADA KEPALA PD 

Tempat, tanggal - b 

Yth. 
Kepada 
Kepala PD 
di 

Tempat 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol.Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk masuk per an tinggi 
pada........................ (diisi nama perguruan tinggi) dengan Pr gram Studi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( diisi nama program studi yang diikuti). Se gai bahan 
pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai be ikut: 

1. Proposal 
2. Fotocopy ijazah terakhir 
3. Fotocopy transkrip nilai terakhir 
4. Fotocopy SK CPNS dan PNS 
5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir 
6. Fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan struktural/jabatan 
7. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir 
8. Surat persetujuan suami/istri 
9. Surat pernyataan untuk mengabdi pada Pemerintah Kabup en Belitung 

Timur 
10. Surat pernyataan tidak akan meninggalkan tugas (PNS Tugas Belajar yang 

tidak diberhentikan dalam jabatan) 
11. Surat pernyataan tidak akan menuntut peningkatan pen · dikan (PNS 

Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dalam jabatan) 

Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenan Bap 
terimakasih. 

diucapkan 

Mengetahui, 
Atasan Langsung Pemohon 

NAMA 
NIP 

NAMA 
NIP 



KOP PERANGKAT DAERAH 

8. SURAT USULAN REKOMENDASI SELEKSI MASUK PT DARI KEPA PD KE 
BUPATI 

Tempat, tanggal-Bul -Tahun 

Nomor 
Sifat 
Lampiran: 
Perihal Usulan Rekomendasi Tugas 

Belajar 

Kepada 
Yth. Bupati Belitung Ti 

di- 
TEMPAT 

Dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat PNS Daerah pa a Perangkat 
Daerah kami yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebi tinggi yaitu: 

Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol.Ruang 
Jabatan 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya usul ini dapat 
diproses sebagaimana mestinya. Sebagai bahan pertimbangan dal memproses 
usulan dimaksud, dengan ini kami lampirkan: 

1. Surat Permohonan yang bersangkutan 
2. Proposal 
3. Surat/ Pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi 
4. Fotocopy SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir 
5. Fotocopy SK pengangkatan dalamjabatan struktural/jabatan gsional 
6. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir 
7. Surat Persetujuan suami/istri 
8. surat pernyataan untuk mengabdi pada pemerintah Kabupa en Belitung 

Timur 
9. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 
10. Surat Rekomendasi Tugas Belajar dari kepala PD 
11. Surat pernyataan tidak akan meninggalkan tugas (PNS Tugas elajar yang 

tidak diberhentikan dalam jabatan) 
12. Surat pernyataan tidak akan menuntut peningkatan pendidik (PNS Tugas 

Belajar yang tidak diberhentikan dalam jabatan) 

_ Demikian usulan rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhati diucapkan 
terimakasih. 

KEPA 



REKOMENDASI TUGAS BELAJAR 
Nomor: . 

C. SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR 

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

a. Nama 
b.NIP 
c. Pangkat/Gol. Ruang 
d.Jabatan 

dengan ini memberikan rekomendasi kepada: 

a. Nama 
b.NIP 
c. Pangkat/Gol. Ruang 
d.Jabatan 

Untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dalam rangka 
mengikuti pendidikan pada (diisi nama perguruan ti ggi) dengan 
Program Studi (diisi nama program studi yang diikuti}, deng catatan: 
1. Program studi yang diambil masih berhubungan dengan tugas/j batan yang 

bersangkutan. 
~- ...•..........•...•••••..•..•....•..••.•.•.•....••......•...........•.•.............................................•.• 

~- ....•••.••••.•.••••.....•....•.......................•.....•••........................•...•........•.••.........•.....• 

KEPALAP 

NAMA 
NIP. 



SURAT KETERANGAN 
Nomor: . 

D. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA PD BAHWA TIDAK PERNAH IJATUHI 
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT 

KOPSURATPERANGKATDAERAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkat/Gol. Ruang 
d.Jabatan 

dengan ini menerangkan bahwa: 

a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkat/Gol. Ruang 
d.Jabatan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut tidak pemah dijatuhi huku 
tingkat sedang maupun berat sebagaimana tercantum dal Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Neg ri Sipil dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pe awai Negeri 
Sipil. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-ben ya untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

KEPALAP 

NAMA 
NIP. 



Nama 
Tempat, Tanggal lahir 
Pekerjaan 
Alamat 

Nama suami/istri 

ltas , 

E. SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Dengan ini memberikan izin kepada suami/istri saya: 

Nama 
NIP 
Tempat, Tanggal lahir 
Pangkat/ Golongan 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alamat 

Nama calon peserta 

Untuk mengikuti Tugas Belajar Tahun 20 di Universitas , F 
Program studi , peminatan , 
Demikian surat 1Z1Il rm saya buat dengan sebenarnya 
mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan ini tid 

Tempat, tanggal, 

bersedia 
benar. 

Mengetahui, 
Suami/ istri Yang membuat perny taan, 

NAMA NAMA 
NIP 



F. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGABDI PADA PEMERINTAH 
BELITUNG TIMUR 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Tempat, Tanggal lahir 
Pangkat/ Golongan 
Jabatan 
Unit Kerja 

UPATEN 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengabdi pada Pemerintah 
Kabupaten Belitung Timur dan tidak akan mengajukan pindah keluar erah dalam 
kurun waktu . . . . . . . . tahun terhitung mulai tanggal selesai melaks akan Tugas 
Belajar dengan alasan pribadi. Surat pernyataan ini saya buat secar sadar dan 
diketahui oleh Kepala PD, Apabila tetap mengajukan pindah dengan al 
bersedia mengembalikan dana Tugas Belajar yang telah clikeluarkan ole 
Kabupaten Belitung Timur. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi persy atan Tugas 
Belajar dan bersedia mempertanggungjawabkan clikemudian hari apabil pernyataan 
ini tidak benar. 

Tempat, tanggal, b lan, tahun 

Mengetahui, 
KepalaPD Yang membuat perny taan, 

NAMA 
NIP 

NAMA 
NIP 



G. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENINGGALKAN TUGAS 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Tempat, Tanggal lahir 
Pangkat/ Golongan 
Jabatan 
Unit Kerja 

Dengan ini menyatakan tidak akan meninggalkan tugas dan jaba 
selama mengikuti Tugas Belajar. Apabila di kemudian hari saya mel 
pemyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan 
undangan yang berlaku. 
Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenamya d 
mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pemyataan ini tid 

Tempat, tanggal, 

Mengetahui, 
Kepala PD 

sehari-hari 

bersedia 
benar. 

Yang membuat perny taan, 

NAMA 
NIP 

NAMA 
NIP 



SURAT PERNYATAAN 

H. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENINGKATAN P DIDIKAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Tempat, Tanggal lahir 
Pangkat/ Golongan 
Jabatan 
Unit Kerja 

Dengan ini menyatakan tidak akan menuntut penyetaraan pendidik , saat saya 
telah menyelelesaikan pendidikan di . . . . . . . . ( diisi nama perguruan tin gi) program 
studi (diisi nama program studi yang diik:uti) apabila tidak se uai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tempat, tanggal, 

bersedia 
benar. 

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenamya d 
mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pemyataan ini tid 

Mengetahui, 
Kepala PD Yang membuat pemy taan, 

NAMA 
NIP 

NAMA 
NIP 



I. SURAT PERMOHONAN TELAH MEYELESAIKAN PENDIDIKAN KEP A KEPALA 
PD 

Tempat, tanggal-bul -tahun 

Kepada 
Kepala PD 
di - 

Tempat 

Yth. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol.Ruang 
NIM 

. . ...••...........•...............•......• . . ......................•.......••••.•••.... . . . . . . . 

Dengan ini menyatakan telah menyelesaikan pendidikan Tugas elajar pada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( diisi nama perguruan tinggi) dengan Pro am Studi 
...................... (diisi nama program studi yang diikuti). Untuk itu m hon kepada 
Bapak untuk mengajukan penempatan kembali pada PD di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sebagai bahan pertimb gan Bapak, 
bersama ini saya lampirkan berkas sebagai berikut: 

1. SK Tugas Belajar 
2. Surat Keterangan Lulus/Ijazah 
3. Transkrip Nilai 
4. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi 
5. Laporan pelaksanaan Tugas Belajar 

Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenan Bapak diucapkan 
terimakasih. 



J. USULAN PERMOHONAN PENEMPATAN KEMBALI DARI PD KEPAD:A BUPATI 

KOPPERANGKATDAERAH 

Nomor 
Sifat 
Lampiran: 
Perihal U sulan Penempatan kembali 

PNS Togas Belajar 

Tempat, tanggal-bulr-tahun 

Kepada 
Yth. Bupati Belitung Timur 

di - 
TEMPAT 

I 

Dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat PNS Daerah pat Perangkat 
Daerah kami yang telah menyelesaikan pendidikan Togas Belajarnya yang 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus/ijazah nomor: ..... TanggaIJ .. yaitu atas 
nama: 

Nama . 
NIP . 
Pangkat/Gol.Ruang . 
Jabatan yang diusulkan : .. 

Berkenaan dengan ha! tersebut di alas, mohon kir~ya untuk 
menempatkan kembali Pegawai terse but di atas pada lingkungan kerja Pemerintah 
Kabupaten Belitung Timur. Sebagai bahan pertimbangan dalam memproses 
usulan dimaksud, dengan ini kami lampirkan: 

1. Surat Permohonan yang bersangkutan 
2. SK Togas Belajar 
3. Surat Keterangan Lulus/Ijazah 
4. Transkrip Nilai 
5. Togas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi 
6. Laporan pelaksanaan Togas Belajar 

Demikian permohonan ini kami sarnpaikan, atas perhatian diucapkan 
terimakasih. 

KEPA !A PD 

NAl'<fA 
NIP 

ttd 

BURHANUDIN 


